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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITAPANULISELATAN,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa pemberian Uang
Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) dalam pelaksanaan APBD
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200S tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan
keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat  Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata cara  penatausahaan dan  penyusunan laporan
pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44/1112/KPTS/TAHUN 2014 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015.

Memutuskan....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) SERTA SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
geranOkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
arang

4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi SKPD.

6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
lela{r};% untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

9. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja
dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

10. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional
kantor sehari-hari.

11. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelan jakan.

12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.
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BAB II
Azas Umum

Pasal 2...



Pasal2

SPP Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

Uang Pesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai
pengisian kas bendahara pada masing - masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

SPP Ganti Uang dilakukan untuk memperoleh anggaran dalam rangka ganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.

SPP-LS dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga
berdasarkan kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan
kewajiban pihak ketiga berdasarkan kontrak/SPK dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran;

Bagian Pertama
SPP- Uang Persediaan
Pasal3

Setelah APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) diberikan Uang Persediaan dalam rangka pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD yang telah ditetapkan dalam APBD.

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengajuannya tidak
membebani kode rekening sampai dengan jenis belanja.

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali
dalam satu tahun anggaran.

Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setinggi-tingginya sebesar seperdua belas dari pagu belanja langsung setelah
dikurangi SPP-LS dari Pihak Ketiga.

Penetapan besaran nominal Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam
pengajuan Permintaan Pembayaran Uang Persediaan di tetapkan dengan
Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.

Bagian Kedua
SPP- Ganti Uang
Pasal4

Ganti Uang yang diterbitkan dananya dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan.

Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan untuk
Tambahan Uang Persediaan dan SPP-Langsung.

Ganti Uang diberikan dengan mengajukan SPP yang dilengkapi dengan Surat
Pengesahan Pertanggungjawaban atas penggunaan Uang Persediaan dan
didukung kelengkapan bukti~-bukti pengeluaran yang sah.

Besaran Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar
Surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan minimal 80% dari
Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
SPP-Langsung
Pasal5

SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak/SPK dikelola
oleh Bendahara Pengeluaran.

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui SPP-LS
selain Gaji dan Tunjangan adalah kepada Orang/rekanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jumlahnya minimal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima
Juta Rupiah) atau ditentukan lain melalui persetujuan PPKD.

BAB III...



BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pejabat Pengguna Anggaran yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan Uang Persediaan dan Ganti Uang yang menjadi dasar
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

skan di Sipirok
nggal 5 Jaddar) 2015



